
SALINAN

PRE SID E N
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2OO9

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 a:,at (2) clrrn

ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2L)

Tahun 1997 tentang penerimaan Negari B,-,kun pajak, pcr.rrr
menetapkan Peraturan pemerintah ientang Jenis dan l-:rr.rl'
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan p^Jux _\,ang Bcrl^I<ur
pada Kementerian Negara pemuda dan Olah.^g^;

1 Pasal 5 ayat (2) undang-Undang Dasar Negarei Rcpr-ri;rrk
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun rggr rcntarg
Penerimaan Negara Bukan pajak (Lembara' Negar.a
Republik Indonesia Tahun lggi Nomor +3, Tambalr^,
Lembaran Negara Republik Indonesra Nomor 3687):

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jcrrrs

9u,', Penyetoran penerimaan Negara Buka' pa.1ak

(L_embaran Negara Republik Indonesia Tahun rggr Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Incronesra
Nomor 3694) sebagaimana telah diubah i..,go., peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 199g tentang pJrubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahu n tggl tenrang Jenis

9ut PenyeLoran penerimaan Negara Bukan pajtrr<

(L_embaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor
85, Tambahan Lembara, Negara Repubrik irrd.ne sia
Nomor 3760);

MEMUTUSKAN;

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TAR]F
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN
OLAHRAGA.

Menetapkan

Pasal 1
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Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada
Kemen[e rian Negara Pemuda dan Olahraga meliputi
penerimaan dari:

a. jasa pelayanan kesehatan olahraga clan kebugararr-r;

b. jasa sewa sarana dan prasarana;

c. penjualan tiket masuk Museum Olahraga Nasional;
dan

d. kegiatan kerjasama dengan pihak lain di bidang
kepemudaan dan keolahragaan,

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf c adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(s)

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan
dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai
satuan rupiah,

Bukan Pa.lak
huruf d adalah
dalam kontrak

Pajak sebagaimana
tarif dalam bentuk

Tarif atas jenis Penerimaan Negara
sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
sebesar nilai nominal yang tercantum
kerjasama.

Pasal 3

(1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar
Rp0,O0 (nol rupiah) atas jenis penerimaan Negara Bukan
Pajak:

a. jasa pelayanan kesehatan olahraga dan kebugarern,
berupa kontrol pelayanan kesehatan gigi, ,firness,
senam kebugaran, dan jasa medis non tindakan;

b. jasa sewa sarana dan prasarana berupa penggunaan
lapangan olahraga Kantor Kementerian Negarra
Pemuda dan Olahraga;

c. Jasa
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c. jasa sewa sarana dan prasarana berupa penggunaan
Lapangan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka) dan lapangan tenis di Pusat
Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional; dan

d. penjualan tiket masuk Museum Olahraga Nasional.

(2) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar
25o/o (dua puluh lima persen) dari tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak:

a. jasa sewa sarana dan prasarana berupa penggunaan
Wisma Kementerian Negara Pemuda dan Oiahraga;
dan

b. jasa sewa sarana dan prasarana berupa penggunaan
Gedung Pemuda, Gedung Pemudi, Wisma, dan
Asrama di Pusat Pemberdavaan Pemuda dan
Olahraga Nasional,

(3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pemuda berprestasi nasional, atlet
nasional, organisasi kepemudaan, organisasi
keolahragaan, dan pegawai di lingkungan Kementerian
Negara Pemuda dan Olahraga dengan kriteria tertentu,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan ayat (2)
dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan
Olahraga setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Negara Pemuda dan Oiahraga wajib disetor
langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2OO9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2OO9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 82

Salinan sesual dengan asllnya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturar Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2OO9

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA

I, UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan pajak guna
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu sumber
penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun l9g7 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara
Pemuda dan Olahraga dengan Peraturan Pemerintah.

Ii. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas,

huruf d ...
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huruf d
Yang dimaksud dengan "penerimaan dari kegiatan
kerjasama dengan pihak lain" antara lain berasal clari
sponsorship keolahragaan, sport labelling, kontribusi clari
penjuaian tiket masuk kegiatan kepemudaan darn
keolahragaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup.lelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

CuI<up .;elas

Pasal 4

Pengertian mengenai Kas Negara adarah Kas Negara sebagaimernar
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun tgg7
tentang Penerimaan Negara Bukan pajak.

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5013


